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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah mahkluk sosial yang dalam kehidupan 

senantiasa berinteraksi antara satu dengan yang lain. Masing- masing 

individu saling bergantung satu sama lain dalam memenuhi hajat 

hidupnya. Tidak ada satu orang pun di dunia yang dapat hidup 

dengan sempurna tanpa jasa orang lain. Dari sifat kehidupan manusia 

yang saling bergantung satu sama lain ini, muncullah berbagai 

problematika kehidupan baik yang meliputi aspek ibadah maupun 

sosial. Problem kehidupan ini tentunya harus segera direspon dengan 

serangkaian garis-garis hukum yang mampu memecahkan setiap 

permasalahan yang timbul dalam kehidupan manusia. Permasalahan 

umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman 

membuat hukum Islam harus menampakkan sifat elastisitas dan 

fleksibilitas guna memberikan yang terbaik dan bisa memberikan 

kemaslahatan bagi umat manusia.
1
 

Untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, maka 

dalam Islam diajarkan tentang  sikap saling membantu. Sikap  saling 

membantu ini bisa berupa pemberian  tanpa  pengembalian, seperti:  

zakat, infaq, shadaqah, ataupun berupa pinjaman yang harus 

                                                           
1
Muhammad Sholikhul  Hadi,Pegadaian Syariah:Suatu Alternatif  Konstuksi Sistem Pegadaian 

Nasional, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),hal 2. 
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2 

 

dikembalikan seperti: sewa-menyewa (ijarah) dan gadai (rahn). Dalam 

bentuk pinjaman hukum Islam sengaja menjaga kepentingan seseorang 

yang berpiutang (kreditur), jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab 

itu, ia boleh meminta barang dari seseorang yang berutang (debitur) 

sebagai jaminan utangnya. Sehingga bila debitur tidak mampu 

melunasi utangnya setelah jatuh tempo, maka barang jaminan  boleh 

dijual oleh kreditur. Konsep ini biasa dikenal dengan istilah gadai 

(rahn).
2 Rahn atau gadai merupakan salah satu kategori perjanjian 

hutang-piutang  yang mana untuk suatu kepercayaan dari  orang yang 

berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barang jaminan 

atas utangnya itu.
3
 

Dari pengertian akad tersebut maka mekanisme operasional 

Gadai Syariah dapat digambarkan sebagai berikut: Melalui akad rahn, 

nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian Pegadaian 

menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh 

Pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah 

timbulnya biaya-biaya yang meliputi  nilai investasi tempat 

penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. 

Atas dasar  ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa 

kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. 

Barang gadai harus memiliki nilai ekonomi sehingga pihak yang  

                                                           
2
Ibid. 

3
M.Sholahuddin,  Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam, (Surakarta: Muhammadiyah 

University Press, 2006), 87. 
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3 

 

menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali 

seluruh atau sebagian piutangnya.
4
 

Pinjaman dengan menggadaikan marhun sebagai jaminan 

marhūn bih dalam bentuk rahn itu dibolehkan, dengan ketentuan 

bahwa murtahin, dalam hal ini Pegadaian, mempunyai hak menahan 

marhun sampai semua marhūn bih dilunasi. Marhun dan manfaatnya 

tetap menjadi milik Rahin, yang pada prinsipnya tidak boleh 

dimanfaatkan murtahin, kecuali dengan seizin Rahin, tanpa 

mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti  biaya 

pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan 

marhun adalah kewajiban Rahin, yang tidak boleh ditentukan 

berdasarkan jumlah marhūn bih . Apabila marhūn bih  telah jatuh 

tempo, maka murtahin memperingatkan Rahin untuk segera melunasi 

marhūn bih , jika tidak dapat melunasi marhūn bih , maka marhun 

dijual paksa melalui lelang sesuai Syariah dan hasilnya digunakan 

untuk melunasi marhunbih, biaya pemeliharaan dan penyimpanan 

marhun yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil 

pelelangan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi 

kewajiban Rahin. 5  Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan 

                                                           
4
Muhammad Syafi’i  Antonio, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, (Jakarta:GemaInsani Press,2001), 

128. 
5
Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn 
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4 

 

hanya dari beasewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa 

bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.
6
 

Biaya perawatan  dan sewa tempat di  Pegadaian  dalam  sistem   

gadai Syariah biasa di sebut dengan biaya ijarah, biaya ini biasanya 

dihitung per10 hari. Untuk biaya administrasi dan ijarah tidak boleh 

ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman tetapi berdasarkan taksiran 

harga barang yang digadaikan.
7
Sedangkan besarnya jumlah pinjaman 

itu sendiri tergantung dari nilai jaminan yang diberikan, semakin besar 

nilai barang maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang diperoleh 

nasabah.
8
 

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan di atas dua akad 

transaksi Syariah, yaitu : (1) Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah 

menahan harta milik peminjam sebagai jaminan atas 

pinjaman (qardh) yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh 

jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagaian 

piutangnya. Dengan akad ini Pegadaian Syariah menahan barang 

bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah. (2) Akad Ijarah, yaitu 

akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran 

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas 

barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi Pegadaian 

                                                           
6Wawancara dengan bapak Siswanto(Manajer Pegadaian Syariah Cabang Sidokare,Sidoarjo), dikantor Pegadaian 

Syariah Cabang Sidokare Sidoarjo, tanggal 10 April2016. 
7
Ibid. 

8
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainya, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005),  249. 
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5 

 

Syariah untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik 

nasabah yang telah melakukan akad.
9
 

Dari segi tata cara perolehan harta kekayaan, Islam 

mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh 

harta kekayaan yang disebut dengan sistem ekonomi Islam atau 

sistem ekonomi Syariah. Islam mempunyai sistem ekonomi 

tersendiri. Di hari kiamat kelak manusia akan dimintai 

pertanggungjawaban tentang hartanya: dari mana serta dengan 

cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana ia 

memanfaatkan hartanya tersebut dari kegiatan konsumsi sampai 

pendistribusiannya.
10

 Segala aturan yang diturunkan Allah SWT 

dalam sistem Islam mengarah pada tercapainya kebaikan, 

kesejahteraan, keutamaan, serta menghapuskan kejahatan, 

kesengsaraan, dan kerugian pada seluruh ciptaan-Nya. Demikian 

pula dalam hal ekonomi, tujuannya adalah membantu manusia 

mencapai aktifitas ekonomi yang adil dan untuk menggapai 

kemenangan di dunia dan di akhirat.
11

  

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas penulis ingin 

mengetahui apakah penerapan prinsip ijarah pada tarif jasa simpan 

sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Maka penulis tertarik 

                                                           
9
 http://alhushein.blogspot.co.id/2011/12/Pegadaian-Syariah.html diakses pada 27 juli 2016 pkl 

11:58 wib. 
10

 Ibid, 126. 
11

 Ibid, 129. 
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mengangkat judul” IMPLEMENTASI PENENTUAN BIAYA 

IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH MENURUT 

PRINSIP KEADILAN EKONOMI ISLAM (studi pada Pegadaian 

Syariah Sidokare Sidoarjo). 

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat 

diidentifikasikan beberapa masalah yaitu sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan akad ijarah menurut prinsip-prinsip ekonomi 

Islam. 

b. Persyaratan nasabah yang ingin melakukan pembiayaan 

ijarah di Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo. 

 

c. Produk, pelayanan, dan pengelolaan yang ada di Pegadaian 

Syariah Sidokare Sidoarjo. 

d. Penentuan biaya ijarah pada Pegadaian Syariah Sidokare 

Sidoarjo. 

e. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam 

penentuan biaya ijarah pada Pegadaian Syariah Sidokare 

Sidoarjo. 

2. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan pembatasan masalah 
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7 

 

agar objek penelitian lebih terfokus atau terarah dan tidak terjebak 

dalam wilayah-wilayah penelitian yang lain. Untuk itu penulis hanya  

membatasi  dua masalah dari identifikasi masalah, yaitu: 

a. Penentuan biaya ijarah pada Pegadaian Syariah Sidokare 

Sidoarjo. 

b. Implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam 

penentuan biaya ijarah pada Pegadaian Syariah Sidokare 

Sidoarjo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas,dapatdiketahui pokok 

permasalahan dalam penelitianinisebagaiberikut: 

1. Bagaimana penerapan biaya ijarah diPegadaian Syariah 

Sidokare Sidoarjo ? 

2. Bagaimana Implementasi Biaya Ijarah Di Pegadaian Syariah 

Sidokare Sidoarjo menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam? 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang 

kajian/penelitian yang sudah pernah dilakukandi seputar masalah 

yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan 

dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari 

kajian penelitian yang telah ada berdasarkan deskripsi tersebut, 
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8 

 

posisi penelitian yang akan dilakukan harus dijelaskan.
12

 

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral seperti 

yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka 

penyusun berusaha untuk melakukan ananalisis lebih awal terhadap 

pustaka atau karya-karya yang lebih mempunyai relevansi terhadap 

topik yang akan diteliti.  

Untuk mengetahui seberapa jauh persoalan ini dibahas dan 

juga untuk mengambarkan apa yang telah dilakukan ilmuan lainnya, 

baik ahli fiqih atau ahli ekonomi Islam. Maka penyusun mencoba 

menelusuri satu persatu pustaka yang ada, beberapa karya yang 

telah dipublikasikan dan patut mendapat perhatian yaitu: 

1. Farisa azizah : “Prespektif hukum Islam terhadap penerapan prinsip 

ijarah pada praktik tarif jasa simpan di Pegadaian Syariah cabang 

kusumanegara Yogyakarta”. Perbedaanya dengan penelitian yang 

peneliti lakukan adalah karya ini membahas tentang imlementasi 

tarif ijarah menurut fatwa DSN yang mengatakan Bahwa 

pelaksanaan penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa simpan 

sudah sesuai dengan fatwa dsn, yaitu tidak berdasarkan pada 

jumlah pinjaman melainkan berdasarkan pada jumlah taksiran 

barang yang digadaikan.
 13

 sedangkan penulis meneliti tentang  

                                                           
12

 Fakultas ekonomi dan bisnis islan UIN sunan ampel Surabaya, petunjuk teknis penulisan skripsi, 9. 
13

 Farisa aziza, prespektif hokum Islam terhadap penerapan prinsip ijarah pada praktik tarif jasa 
simpan di Pegadaian Syariah cabang kusumanegara Yogyakarta, (skripsi-universitas Islam negeri 

sunan kalijaga yogyakarta , 2009). 
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9 

 

implementasi tarif ijarah menurut prinsip-prinsip nilai ekonomi 

Islam. 

2. Mukhlas : “Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah 

Cabang Solobaru”. Perbedaannya dengan penelitian yang peneliti 

lakukan adalah karya ini meneliti tentang akad ijarah menurut 

konsep syariat Islam yang mengatakan bahwa akad ijarah di 

Pegadaian Syariah Cabang Solobaru belum sesuai dengan Syariah, 

Pada pokoknya didalam sistim Ekonomi hanya ada dua model yaitu 

Jual beli dan utang piutang, dari situlah akan timbul riba, ghoror, 

maisir dan haram, yang paling banyak riba terjadi pada utang 

piutang, sedangkan pada jual beli adalah maisir, ghoror dan haram.
 

14
 Sedangkan karya peneliti lebih mengerucut terhadap  prinsip-

prinsip ekonomi Islam. 

3. Arif aulia rahman : “Komparasi Antara Sistem Operasional 

Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah”. Perbedaannya 

dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah Karya ini 

membahas tentang persamaan dan perbedaan operasional di 

Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. 
15

sedangkan 

penulis membahas tentang implementasi penentuan biaya ijarah 

menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam di Pegadaian Syariah. 

                                                           
14

 Mukhlas, Implementasi Akad Ijarah Pada Pegadaian Syariah Cabang Solobaru, (skripsi-universitas 

sebelas maret Surakarta, 2010). 
15Arief Aulia, Rahman, Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional Dan Pegadaian Syariah, 

(skripsi-UIN kalijaga, Yogyakarta,2009). 
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Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui implementasi penentuan biaya 

ijarah menurut prinsip-prinsip ekonomi Islam pada Pegadaian 

Syariah Sidokare Sidoarjo. 

E. TujuanPenelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah diatas 

maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan akad di Pegadaian Syariah 

Sidokare Sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui apakah biaya ijarah yang diterapkan Pegadaian 

Syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. 

3. Untuk mengetahui cara menghitung biaya ijarah di Perum 

Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo. 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan  dan literatur  

bagi mahasiswa atau pihak yang ingin melakukan penelitian 

sejenis. 

b. Dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai 

Pegadaian Syariah bagi semua orang yang membacanya. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkandapatmenjawabpersoalanyangmenimbulkankeragua

n dalam melakukan aktivitas gadai dikalangan umat Islam. 
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G. Definisi Operasional 

1. Biaya  

Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam 

satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang 

kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. 

2. Ijarah 

Ijarah dapat didefinisikan sebgai akad pemindahan hak guna 

(manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan 

pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan 

kepemilikan atas barang itu sendiri.Jadi ijarah dimaksudkan untuk 

mengambil manfaat atas suatu brang atau jasa dengan jalan 

penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu).
16

 

3. Gadai 

Gadai yaitu fasilitas (kemudahan) pinjaman berdasarkan hokum 

gadai dengan prosedur murah, aman, dan cepat.Hampir semua jenis 

barang bergerak, seperti perhiasan, barang-barang elektronik, 

sepeda motor, dan lain-lain dapat dijadikan agunan.
17

 

4. Prinsip ekonomi Islam dapat didefinisikan sebagai sebuah studi 

tentang pengelolaan harta benda menurut prespektif Islam. Prinsip 

ekonomi Islam mempelajari tentang perilaku ekonomi manusia 

yang perilakunya diatur berdasarkan peraturan agama Islam dan 

                                                           
16 Sri nurhayati dan wasilah, akuntansi Syariah di Indonesia, (Jakarta: salemba empat, 2008), 208. 
17 Ratna sukmayani dkk, ilmu pengetahuan sosial 3, (Jakarta: grasindo,2004), 126. 
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dilandasi dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun 

Islam dan rukun iman. Ilmu ekonomi Islam merupakan ilmu 

pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi 

rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
18

 

H. Metode Penelitian 

Metode yang  digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (Field 

Reseach) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke 

lapangan, dalam hal ini terhadap Perum Pegadaian Syariah di 

Sidokare. 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan 

yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. 

a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

sumber pertama. Sumber data primer yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara wawancara 

langsung dengan teller, manajer Pegadaian.
19

 

b. Sumber data sekunder   adalah  sumber  yang  dapat  memberikan 

informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, 

                                                           
18 http://abdillah-mundir.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-tujuan-prinsip-prinsip.html diakses pada 29 juni 

2016 pkl. 09:44 wib 
19Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B, (Bandung: Alfabeta, 2008),  225. 
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baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, Koran dll).
 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

dokumen- dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian dan 

data-data lain yang berkaitan dengan perhitungan biaya ijarah. 

3. Teknik Pengumpulan Data  

a. Interview 

Merupakan wawancara yang dilakukan oleh pewawancara 

untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara Tanya 

jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan 

informan. Teknik ini digunakan sebagai instrumen untuk 

memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih 

jelas permasalahan yang akan dibahas,  yaitu Pengelola Perum 

Pegadaiaan Syariah . 

b. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang 

tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian, namun melalui 

dokumen.
20

yaitu dengan cara mengumpulkan data yang ada 

sangkut pautnya dengan penelitian, sebagai pelengkap hasil 

wawancara. 

4. Analisis Data 

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan 

                                                           
20M.Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1976), 

159. 
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hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan 

menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk 

meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan 

denganberupaya mencari makna (meaning).21
 

Untuk menganalisa data yang telah  diperoleh  dari  hasil 

penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu 

analisis yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan 

dalam bentuk lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara 

pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini 

dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-

fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian 

temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu 

kesimpulan dan generalisasi yang bersifat Umum.
22

Kemudian 

dianalisis dengan data yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti 

ini akan diketahui apakah biaya ijarah di Pegadaian Syariah sesuai 

prosedur atau malah memberatkan nasabah. 

I. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam memahami tulisan ini, maka penulis 

akan membagi dalam lima bab yaitu: 

 

                                                           
21

Noeng Muhadjir, Metedologi penelitian kualitatif, (Yogyakarta: Rake Saraswati 1996),  106. 
22

Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, (Yogyakarta: Andi Offset,1993), 42. 
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Bab I Pendahuluan, Pada Bab  Ini Membahas Tentang: 1). 

Latar Belakang Masalah, 2). Identifikasi dan Batasan Masalah, 3). 

Rumusan Masalah, 4). Kajian Pustaka, 5). Tujuan Penelitian, 5). 

Kegunaan Hasil Penelitian, 7). Definisi Operasional, 8). Metode 

Penelitian, dan 9). Sistematika Pembahasan. 

Bab II Tinjauan Umum Terhadap Konsep ijarah Dan rahn, 

Pada Bab Ini Membahas Tentang: Pengertian Tentang ijarah Dan 

rahn, landasan hukum ijarah Dan rahn, Rukun dan Syarat-Syarat 

Perjanjian ijarah Dan rahn, serta pengertian, tujuan dan prinsip-

prinsip nilai ekonomi Islam. 

 

Bab III penerapan perhitungan biaya ijarah di perum Pegadaian 

Syariah Sidokare Sidoarjo, Pada Bab Ini Berisi Tentang: Akad Rahn 

Dan Ijarah Di Perum Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, 

Penggolongan Marhūn bih, Prosedur Penaksiran Barang Gadai, 

Ketentuan Penetapan Ijarah serta Perhitunganya. 

Bab IV Analisis Penerapan Biaya Ijarah Di Perum Pegadaian 

Syariah Sidokare Sidoarjo, Pada Bab Ini Berisi Tentang: Analisis 

Terhadap Akad  Di Perum Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo, 

Analisis terhadap perhitungan biaya ijarah di Perum Pegadaian 

Syariah Sidokare Sidoarjo, dan Analisis Terhadap Perhitungan Biaya 

Ijarah di Perum Pegadaian Syariah Sidokare Sidoarjo Relevansinya 

Terhadap prinsip-prinsip nilai ekonomi Islam. 
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Bab V Penutup, yang merupakan kesimpulan terhadap masalah 

yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini. Dalam bab ini di 

dalamnya juga terdapat kritik dan saran. 


